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This research is intended to find out how the legal
arrangements for implementing remissions are in
the Correctional Institution development system
for inmates at the batam class IIA Correctional
Institution. The aim of coaching must be based on
a coreectional syatem which aims to ensure that
correctional inmates realize their mistakes,
improve themselves and no longer repeat criminal
acts so that they can be accepted again by the
community, can play an active role in development,
an can live a normal life as good and good citizens.
Responsible as stated in article 2 of Law Number
22 0f 2022 concerning Corrections. This study uses
normative juridical and empirical juridical
approaches. In conducting normative research, the
researcher conducted a study of statutory
regulations and legal materials related to the
thesis. In conducting empirical research, it was
carried out to obtain primary data, namely by
conducting interviews with correctional officers
who are considered knowledgable or competent at
the Batan Class IIA Correctional Institution.The
results of the research show that the in correctional
institution's development system for criminals at
the Batam Class IIA Correctional Institution is in
accordance with Law Number 22 of 2022
concerning  Corrections and  Government
Regulation Number 31 of 1999 concerning the
Development and Guidance of Correctional
Inmates. It's Just that the implementation has not
been carried out optimally due to several reasons
namely:Inconsistent implementation of existing
rules in the field, time, lack, of expert staff from
officers, an unsustainable system, limited skilled
staff for inmates, and lack of cooperation from
inmates. For this reason, it is hoped that the
government needs to update the existing rules, both
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laws and government regulations, by adding things
that have note been regulated so that the
implementation of coaching can run well.
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ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan
remisi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Batam. Tujuan dari pembinaan harus didasari oleh
sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
seperti yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yudis normatif dan
yuridis empiris. Dalam melakukan penelitian normatif, peneliti melakukan kajian terhadap
peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi,
dalam melakukan penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu
dengan melakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang dianggap tahu atau
yang berkompeten di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan ada
pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Batam telah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan karena
beberapa hal yaitu: Tidak konsisten nya pelaksanaan aturan yang ada dilapangan, waktu,
kurangnya tenaga ahli dari petugas, sistem yang tidak berkelanjutan, terbatasnya tenaga
terampil warga binaan, dan kurangnya kerja sama dari warga binaan. Untuk itu diharapkan
agar pemerintah perlu memperbarui lagi aturan aturan yang ada, baik undang undang
maupun peraturan pemerintah dengan menambah hal-hal yang belum diatur supaya
pelaksanaan pembinaan bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pembinaan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.
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PENDAHULUAN

Suka cita dan keceriaan tergambar di
wajah-wajah warga binaan
pemasyarakatan (WBP) pada setiap
peringatan  Hari  Kemerdekaan
Republik  Indonesia tanggal 17
Agustus. Hal ini karena pada 17
Agustus pemerintah  memberikan
remisi atau pengurangan masa
pidana. Pengurangan masa pidana
setelah mendapat remisi akan
berakibat masa pidana WBP
berkurang dan mempercepat proses
pembebasan. Setiap tahun WBP
diberikan pengurangan masa pidana
oleh pemerintah. Pemasyarakatan
adalah suatu proses, yaitu proses di
mana sih WBP pada waktu masuk
lembaga pemasyarakatan  dalam
keadaan tidak harmonis dengan
masyarakat sekitarnya, mempunyai
hubungan negatif dengan masyarakat.

Sistem peradilan pidana (criminal
justice system) secara singkat dapat
diartikan sebagai suatu sistem dalam
masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan agar hal tersebut masih
berada dalam batas batas toleransi
masyarakat. Sistem peradilan pidana
di Indonesia dikenal dengan sistem
peradilan pidana terpadu. Hakikat
sistem peradilan pidana terpadu ini
cukup baik, yaitu untuk mencegah
dan atau mengurangi kepentingan
kepentingan hukum yang bersifat
instan nasional, sehingga diharapkan
proses peradilan pidana dapat
berjalan  objektif, cepat dan
berkeadilan.  Sistem  kepenjaraan
menempatkan remisi sebagai hadiah,
artinya remisi adalah hadiah dari
pemerintah kepada WBP. Dalam
sistem baru pembinaan WBP, remisi
ditempatkan sebagai motivasi bagi
narapidana untuk membina diri
sendiri. Sebagai lembaga pembinaan

posisinya sangat strategis dalam
merealisasikan tujuan dari sistem
peradilan, yaitu rehabilitasi dan
resosialisasi ~ pelanggar ~ hukum,
bahkan sampai kepada penangguhan
kejahatan. Keberhasilan atau
kegagalan yang dilakukan oleh lapas
akan  memberikan  kemungkinan
penilaian yang dapat bersifat positif
maupun negatif.

Pidana penjara merupakan salah satu
bentuk pidana yang biasa dijatuhkan
kepada seseorang yang telah terbukti
melakukan kejahatan. Pidana penjara
merupakan jenis pidana yang biasa
nya dikenal dengan sebutan pidana
kehilangan kemerdekaan atau pidana
pencabutan kemerdekaan  atau
dikenal juga dengan  pidana
pemasyarakatan. Lembaga
pemasyarakatan (disingkat LP atau
LAPAS) adalah tempat untuk
melakukan pembinaan terhadap WBP
dan anak didik pemasyarakatan di
Indonesia. Sebelum dikenal istilah
lapas di Indonesia, tempat tersebut
disebut dengan istilah  penjara.
Lembaga pemasyarakatan merupakan
unit pelaksana teknis di bawah
Direktorat jenderal pemasyarakatan
kementerian hukum dan hak asasi
manusia (dahulu departemen
kehakiman).  Penghuni  lembaga
pemasyarakatan bisa warga binaan
pemasyarakatan (WBP) bisa juga
yang statusnya masih tahanan, yang
mana dimaksud orang tersebut masih
berada dalam Proses peradilan dan
belum ditentukan bersalah atau tidak
oleh hakim.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu
tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan warga binaan
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pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung
jawab. Pemidanaan searah dengan
filosofi Reintegrasi sosial yang
berasumsi kejahatan adalah konflik
yang terjadi antara terpidana dengan
masyarakat. Sehingga pemidanaan
ditujukan untuk memulihkan konflik
atau menyatukan kembali terpidana
dengan masyarakatnya (Reintegrasi).

Rumusan Masalah

Perumusan masalah  merupakan
upaya untuk menyatakan secara
tersurat pertanyaan-pertanyaan yang
akan dicari jawabannya. Kemudian
antara apa yang diperlukan dengan
apa yang tersedia atau antara
harapan dengan capaian atau
singkatannya antara das sollen
dengan das sein. Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka dalam hal
ini  penulis dapat menarik pokok
permasalahan yang akan kaji dan di
analisa, antara lain sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan
hukum mengenai pelaksanaan

remisi dalam sistem
pembinaan terhadap warga
binaan di lembaga
pemasyarakatan?

b. Bagaimana implementasi
faktor kendala dan solusi
pelaksanaan remisi  dalam
sistem pembinaan terhadap
warga binaan di lembaga
pemasyarakatan?

METODOLOGI
Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan
ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan kontruksi, yang dilakukan
secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Metodologis berarti sesuai
dengan metode atau cara-cara
tertentu, sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan
konsisten berarti tidak adanya hal-
hal yang bertentangan dalam suatu
rangka tertentu. Dari uraian diatas,
maka metode yang digunakan penulis
dalam penelitian ini meliputi sebagai
berikut:

1) Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian ini menggunakan
pendekatan secara yuridis normatf
dan yuridis empiris. Pendekatan
secara yuridis normatif adalah
pendekatan  yang dilakukansecara
teoretis dengan cara mempelajari
perundang-undangan, teori-teori dan
konsep-konsep yang berhubungan
dengan permasalahan yang akan
penulis teliti.

2). Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan secara empiris adalah
pendekatan yang dilakukan dengan
cara observasi penelitian
dilapangan, mengidentifikasi
pokok-pokok bahasan berdasarkan
rumusan masalah, membuat rincian
sub-pokok bahasan  berdasarkan
setiap pokok
bahasan hasil identifikasi,
mengumpulkan,  mengolah, dan
menganalisis data yang ada
dilapangan kemudian dicatat.

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University @



Diva Widiana, Siti Nurkhotijah,Christiani Prasetiasari,Tirsya Ei’s Nuryanti | Analisis Yuridis Pelaksanaan
Remisi Dalam Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian

Lapas Barelang Kelas Il A kota Batam)| Zona Keadilan, 14 (3) Desember 2024 | Pages 1-17 |

Sumber Data Dan Alat
Pengumpulan Data

Didalam prosedur pengambilan data
dan pengumpulan data, disini peneliti
mempergunakan data primer dan
sekunder yang diperoleh dengan
cara sebagai berikut:
1) Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan, dalam hal ini
penulis melakukan dengan cara
mempelajari, meneliti, dan
mengutip data dari berbagai buku
literatur dan perundang-undangan
yang berlaku dan mempunyai
hubungan dengan masalah yang
dibahas dalam penelitian ini.
2) Studi Lapangan
Studi lapangan, dalam hal ini
penulis melakukan dengan cara
observasi dan wawancara, observasi
dimaksud adalah pengamatan dan
pencatatan data yang diperlukan
dilokasi  penelitian. ~ Sedangkan
wawancara adalah proses Tanya
jawab secara langsung kepada
responden.

Analisis Data

Pada bagian ini telah di uraikan jenis
analisis statistik yang digunakan.
Analisis data yang telah diperoleh
selanjutnya disajikan dengan cara
analisis kualitatif. Demikian pula
penganalisaan data dilakukan juga
secara  kualitatif, dengan cara
melakukan analisis descriptive, yaitu
menguraikan gambaran dari data yang
diperolen dan menghubungkan satu
sama lain untuk mendapatkan suatu
kesimpulan umum. Penulis
memberikan interprestasi dan
penjelasan atas setiap data yang
didapatkan. Kemudian, hasil
penelitian akan disajikan dalam
bentuk pemaparan yang bersifat
deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan
kegiatan yang dilakukan untuk
mencari solusi atau jalan keluar
terhadap suatu permasalahan yang
diteliti dan menjelaskan kaidah-
kaidah terhadap suatu masalah
tersebut.  Analisis  permasalahan
digunakan untuk melatih seseorang
dalam memecahkan sebuah kasus
sehingga didapat solusi dan jalan
keluar terkait permasalahan yang
akan di bahas. Didalam analisis
penulis dapat memaparkan pendapat
serta solusi atas permasalahan yang
akan dibahas. Terhadap analisis
tersebut maka akan timbul sebuah
kesimpulan yang mana  dari
kesimpulan tersebut akan didapat
saran yang nantinya berguna agar
permasalahan yang ada tidak terjadi
lagi.

Pada grand  theory  penulis
menggunakan teori Ralph Larossa
dan Ronand C Reitzes Mengenai cara
manusia berperilaku atau berinteraksi
yang mana teori ini mengatakan
bahwa interaksi simbolik pada intinya
menjelaskan  tentang  kerangka
referensi bagaimana manusia
bersama orang lain menciptakan
dunia simbolik dan bagaimana cara
dunia membentuk perilaku manusia.
Padam middle theory Penulis
menggunakan theory menurut Chinn
dan Khamer teori ini menjelaskan
bahwa suatu bidang yang relatif luas
dari suatu fenomena dan sangat
memperhatikan kedisiplinan.
Selanjutnya applied theory penulis
menggunakan teori menurut
Soesantari yang menjelaskan tentang
bagaimana indikator yang akan
memberikan gambaran untuk sebuah
konsep.
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Lembaga atau institusi merupakan
landasan untuk membangun tingkah
laku sosial masyarakat, norma dan
tingkah laku yang mengakar dalam
masyarakat dan diterima secara luas
untuk melayani tujuan bersama yang
mengandung nilai tertentu dan
menghasilkan interaksi antar manusia
yang terstruktur. Di dalam lembaga
pemasyarakatan terdapat kegiatan
untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan
sistem, kelembagaan dan cara
pembinaan yang merupakan bagian
akhir dalam tata peradilan pidana.
Sistem pemasyarakatan
diselenggarakan  dalam  rangka
membentuk warga binaan
pemasyarakatan agar menjadi
manusia  seutuhnya,  menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi lagi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat dan dapat
berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung
jawab. Tujuan lembaga
pemasyarakatan adalah pembinaan
pelanggar hukum, jadi tidak semata
mata melakukan pembalasan
melainkan untuk pemasyarakatan
dengan  berupaya  memperbaiki
(merehabilitasi) dan mengembalikan
(mengintegrasikan) warga binaan
pemasyarakatan ke dalam
masyarakat,ini merupakan landasan
filosofi sistem pemasyarakatan.

1. Pengaturan Hukum Mengenai
Pelaksanaan Remisi Dalam Sistem
Pembinaan Terhadap Warga
Binaan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 11 A
Batam.

Menurut pasal 1 ayat (10) Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia
Undang-Undang No 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan ~ yang
dimaksud dalam Pembinaan adalah,
Kegiatan yang diselenggarakan untuk
kegiatan kualitas kepribadian dan
kemandirian  Narapidana, Warga
Binaan dan atau anak binaan.
Berdasarkan ketentuan pasal 35
sampai dengan pasal 42 peraturan
pemerintah republik Indonesia nomor
22 tahun 2022 tentang pembinaan dan
pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan disebut pula
mengenai pembinaan dengan
penjelasan pasal sebagai berikut:

Pasal 35 pembinaan terhadap
narapidana diselenggarakan oleh
lapas pasal 36 penyelenggaraan
pembinaan  terhadap  narapidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal
35 ayat (1).

Pasal 37 untuk kepentingan
keamanan, pembinaan, dan atau
keperluan proses peradilan,
narapidana dapat dipindahkan.

Pasal 38 berdasarkan hasil ilitmas,
narapidana diberikan pembimbing.

Pasal 39 pembinaan kemandirian
sebagaimana dimaksud dalam pasal
38B dapat ditingkatkan menjadi
kegiatan menghasilkan barang dan
jasa yang memiliki manfaat dan nilai
tambah dan hasil  pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat
menjadi sumber penerimaan negara
bukan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
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Pasal 40 dalam  menjalankan
pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 36, kepala lapas dapat
dibantu oleh wali pemasyarakatan.

Pesan 41 ketentuan lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan
pembinaan narapidana diatur dengan
peraturan pemerintah

Pasal 42 Ketentuan mengenai
pembinaan terhadap narapidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 berlaku juga terhadap pelaku dan
menjalani pidana tutupan.

Pembinaan merupakan aspek utama
dalam sistem pemasyarakatan sebagai
sistem perlakuan bagi Warga Binaan.
Pemibinaan tersebut yang meliputi
berbagai upaya pembinaan atau
pimpinan menjadi indikator dari
pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
Dapat disimpulkan  bahwasanya
pembinaan itu adalah membina warga
binaan dalam usaha perbaikan
terhadap  tingkah  laku  yang
menyimpang. Hal ini dapat dilakukan
dengan pendekatan perseorangan atau
cara mau menolong seseorang dengan
konsultasi  untuk  memperbaiki
hubungan sosialnya dan penyesuaian
sehingga memungkinkan mencapai
kehidupan yang memuaskan dan
bermanfaat. Tujuan dari pembinaan
dan tujuan dari penyelenggaraan
sistem pemasyarakatan dapat
ditemukan pada pasal 1 dan 2
Undang-Undag Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

Pasal 1 Pemasyarakatan adalah sub
sistem peradilan pidana yang

menyelenggarakan hukum di bidang
perlakuan terhadap tahanan, anak dan
warga binaan.

Pasal 2 Sistem pemasyarakatan
adalah suatu tatanan mengenai arah
dan batas serta metode pelaksanaan
fungsi kemasyarakatan  secara
terpadu.

Pembinaan bagi warga binaan
pemasyarakatan merupakan bagian
dari sistem pemasyarakatan untuk
menegakkan hukum pidana.
Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan maka
dapat diketahui bahwa tujuan dari
sistem pemasyarakatan adalah untuk
mengembalikan ~ warga  binaan
menjadi warga yang baik sehingga
dapat diterima kembali di dalam
masyarakat.

Agus Sujatno berpendapat
bahwasanya membina berarti
meningkatkan  dan  ditingkatkan
adalah kemampuannya, yaitu dengan
memberikan pengetahuan
pengetahuan, pengalaman
pengalaman, latihan latihan dan
sebagainya. Sehingga dengan hasil
pembinaan itu diharapkan mampu
untuk memikul tugas tugasnya di
kemudian hari, sebagai orang tua
anak anaknya, sebagai anggota
masyarakat dan warga negara yang
baik. Pola pembinaan warga binaan
merupakan suatu cara perlakuan
terhadap warga binaan  yang
dikehendaki oleh sistem
pemasyarakatan dalam usaha
mencapai  tujuan, yaitu  agar

Published by Research Institutions and Community Services in Batam University @



Diva Widiana, Siti Nurkhotijah,Christiani Prasetiasari,Tirsya Ei’s Nuryanti | Analisis Yuridis Pelaksanaan
Remisi Dalam Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian

Lapas Barelang Kelas Il A kota Batam)| Zona Keadilan, 14 (3) Desember 2024 | Pages 1-17 |

sekembalinya warga binaan dapat
berlaku sebagai anggota masyarakat
yang baik dan berguna bagi dirinya,
masyarakat serta negara. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa
pembinaan warga binaan juga
mempunyai  arti  memperlakukan
seseorang yang berstatus terpidana
untuk dibangun agar bangkit menjadi
seseorang yang baik. Atas dasar
pengertian pembinaan yang demikian
itu, sasaran yang perlu dibina adalah
pribadi dan budi pekerti warga
binaan, yang didorong untuk
membangkitkan rasa harga diri pada
diri sendiri dan pada diri orang lain,
serta mengembangkan rasa tanggung
jawab untuk menyesuaikan diri
dengan kehidupan yang tentram dan
sejahtera dalam masyarakat. Dan
selanjutnya berpotensi untuk menjadi
manusia yang ber pribadi luhur dan
bermoral tinggi, pembinaan tersebut
dimaksudkan tidaklah tanpa batas,
akan tetapi selama waktu tertentu
memberi warna dasar agar tidak
pidana kelak kemudian hari tidak
melakukan kejahatan lagi dan taat
terhadap hukum yang berlaku di
dalam masyarakat. Namun
pembinaan rapi dan harus
memperhatikan arah yang harus
dituju yaitu membina pribadi warga
binaan  agar  jangan  sampai
mengulang kejahatan dan mentaati
peraturan hukum, serta membina
hubungan antara warga binaan
dengan masyarakat luar agar dapat
berdiri sendiri dam diterima menjadi
anggotanya.

Implementasi, Kendala dan Solusi
Pelaksanaan Remisi Dalam Sistem
Pembinaan Terhadap Warga
Binaan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I A Batam

Adapun hambatan maupun kesulitan
yang timbul di dalam pelaksanaan
remisi dalam sistem pembinaan
terhadap warga binaan di lembaga
pemasyarakatan adalah:

a. Tidak konsisten nya pelaksanaan
aturan yang ada di lapangan.

b. Waktu

c. Kurangnya tenaga ahli daru
petugas

d. Sistem yang tidak berkelanjutan.

Berikut adapun yang dapat dijadikan
sebagai suatu data perbandingan dari
perubahan kebijakan di atas adalah:

a. Terlaksananya Program Re-
Integrasi

b. Terlaksananya Program Re-
Edukasi

c. Terlaksananya Program Re-
Sosialisasi

d. Terlaksananya Progran
Kesehatab Dan Perawatan

e. Terlaksananya Program Laporan
Kerja Seksi Binadik

Selain itu setiap penjaga di lembaga
pemasyarakatan Barelang di Batam,
Kepulauan Riau harus mengawasi
hingga 325 orang warga binaan.
Kondisi itu salah satu dampak
kelebihan kapasitas yang setara 300%
daya Tampung asli penjara. Kepala
lembaga pemasyarakatan Barelang
mengatakan penghuni LP Barelang
tercatat 1366 orang. Di mana
seharusnya, LP tersebut dirancang
hanya untuk dihuni oleh 450 orang
saja untuk setiap giliran jaga hanya
ada enam petugas dan setiap regu
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penjaga  terdiri  dari  seorang
komandan regu yang bertugas di
depan. Seorang pengawas diblok
wanita yang dihuni 60 orang, sisa
empat penjaga lain Bertugas di blok
pria yang dimiliki rata-rata 1300
orang sejak beberapa bulan terakhir.
Hingga 70% merupakan terpidana
kasus narkotika. Petugas jaga tidak
bisa ditambah karena memang tidak
ada tenaga lain.

Pada saat penulis melakukan
penelitian di lembaga
pemasyarakatan kelas Il A Batam,
kegiatan pembinaan sudah sesuai
dengan prosedur yang berlaku.
Namun masih kurangnya minat
Warga binaan untuk bekerja sama
dalam hal pembinaan, di sini masih
ditemukan banyak nya warga binaan
yang malas untuk mengikuti kegiatan
pembinaan. Faktor faktor yang
membuatnya lebih dan kurang
berminat untuk menjalin kerja sama

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti
menarik beberapa poin kesimpulan
yaitu:

1. Pengaturan hukum dalam
pelaksanaan sistem pembinaan
lembaga pemasyarakatan kelas Il
A Batam berpedoman pada
undang undang Nomor 22 Tahun
2022 tentang Pemasyarakatan
dan  Peraturan  Pemerintah
republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang pembinaan
dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan, di mana undang
undang tersebut menyatakan
bahwa pembinaan dapat
bertujuan membentuk warga
binaan pemasyarakatan agar
menjadi  manusia  seutuhnya,

dengan petugas lembaga
pemasyarakatan kelas Il A Batam
dikarenakan beberapa hal antara lain
kurangnya kok operatif dan dalam
ikut pembinaan terkesan hanya
sebatas ingin keluar dari blok Hunian
sehingga pembinaan hanya sebagai
formalitas saja.

Berkenaan dengan masalah petugas
pembinaan di lembaga
pemasyarakatan kelas 1l A batang,
ternyata dapat dikatakan belum
sepenuhnya dapat menunjang
tercapainya tujuan dari pembinaan itu
sendiri. Mengingat sebagian besar
dari mereka relatif belum ditunjang
oleh bakal kecakapan melakukan
pembinaan  dengan  pendekatan
humanis yang dapat menyentuh
perasaan para warga binaan dan
mampu  berdaya cipta dalam
melakukan pembinaan.

menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak
mengulangi  tindak  pidana
sehingga dapat diterima kembali
olen lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam
pembangunan dan dapat hidup
secara Wwajar sebagai warga
negara  yang baik dan
bertanggung jawab. Selain itu
dalam pembinaan juga warga
binaan pemasyarakatan harus
menjalani beberapa tahapan serta
berfokus  pada  pembinaan
kepribadian dan  pembinaan
kemandirian.

2. Faktor yang menjadi kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pembinaan
narapidana di lembaga
pemasyarakatan kelas 11 A Batam
yaitu tidak konsisten nya
pelaksanaan aturan yang ada di
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lapangan, waktu, kurangnya
tenaga ahli dari petugas, sistem
yang tidak berkelanjutan,
terbatasnya tenaga terampil
warga binaan, dan kurangnya
kerja sama dari narapidana.

SARAN

1. Agar pengaturan hukum terhadap
pelaksanaan pembinaan berjalan
dengan baik, maka pemerintah
perlu memperbaharui lagi aturan-
aturan yang ada, baik Undang-
Undang  maupun  Peraturan
Pemerintah dengan menambah
hal-hal yang belum diatur supaya
pelaksanaan pembinaan bisa
berjalan dengan baik.

2. Agar petugas pelaksana pembina
baik di dalam maupun di luar

lembaga pemasyarakatan
menjadi  lebih  baik  dan
profesional lagi, supaya

pelaksanaan pembinaan bisa
berjalan dengan baik.
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